Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ibu rumah tangga, tempat tinggal di RT.003, Desa

Tanjung Aru, Kecamatan Tanjung Harapan, Kabupaten
Bone, selanjutnya disebut Pemohon Il, atau bersama-
sama disebut sebagai Para Pemohon;
Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Para Pemohon;
Telah memeriksa alat bukti;
DUDUK PERKARA
Bahwa Para Pemohon dalam permohonannya tertanggal 27 Nopember
2017 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanah Grogot pada
tanggal yang sama dengan register perkara Nomor 0392/Pdt.P/2017/PA.Tgt.
telah mengajukan permohonan penetapan pengesahan nikah dengan dalil-dalil

sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon | dan Pemohon Il telah menikah pada tanggal 25
Desember 2007 di Desa Tellu Sattinge, Kabupaten Bone, di hadapan
Penghulu bernama Dg. Baco, dengan wali nikah kakak kandung Pemohon Il

yang bernama Ambo Enre, dengan mahar berupa uang sejumlah 44 real
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)

fa pada saat melgagsufgkan pernikahan tersebut Pemohon |

Pemohon |l tidak ada hubungan
yang menyebabkan Pemohon | dan
uk menikabh;

| dan Pemohon || membina rumah

menyangkal atau mempermasalahkan pernikahan Pemohon | dengan

Pemohon II;

6. Bahwa Pemohon Il adalah satu-satunya isteri dari Pemohon I;

7. Bahwa pernikahan Pemohon | dan Pemohon Il tersebut tidak tercatat di

Kantor Urusan Agama setempat, sehingga Pemohon | dan Pemohon Il tidak

memiliki Buku Nikah sebagai bukti sah pernikahan Pemohon | dan Pemohon

I;

8. Bahwa pada saat ini Pemohon | dan Pemohon Il sangat membutuhkan

penetapan pengesahan nikah (itsbat nikah) sebagai bukti pernikahan

Pemohon | dan Pemohon Il untuk keperluan mendapatkan Buku Nikah dari

Kantor Urusan Agama sebagai syarat administrasi untuk mendapatkan

dokumen kependudukan lainnya;

9. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang muncul akibat

perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon dengan

hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Tanah Grogot cq. majelis hakim yang
memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan memberikan penetapan

sebagai berikut:
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w- ohonan Pemohon | dan Pemohon II;

) wHedyatak egawinan Pemohon | (Abdul Rasyid bin Abdul

ak orang lain atau yang mempunyai

j '-. dalam perkara a quo tersebut, Majelis
urusita Pengganti untuk mengumumkan
#h telah diumumkan berdasarkan pengumuman
Nomor 0392/Pdt.P/2017/PA Tgt., ternyata selama tenggang waktu tersebut
tidak ada pihak yang merasa keberatan atas pernikahan Pemohon | dengan
Pemohon II;

Bahwa sampai pada hari sidang dilaksanakan tidak ada pihak/
masyarakat yang menyampaikan keberatan terhadap pernikahan tersebut, oleh
karena itu pemeriksaan dalam persidangan terhadap perkara ini beralasan
untuk dilanjutkan;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat permohonan Para Pemohon dan
atas pertanyaan Majelis Hakim Pemohon | dan Pemohon Il menyatakan tetap
mempertahankan dalil-dalil permohonannya dengan beberapa keterangan
tambahan sebagaimana selengkapnya tercatat di Berita Acara Sidang;

Bahwa kemudian untuk menguatkan dalil permohonannya, Para
Pemohon di muka sidang telah mengajukan dua alat bukti surat berupa
Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6401021007120001 atas nama Kepala
Keluarga Abdul Rasyid yang telah dikeluarkan oleh Kepala Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Paser tertanggal 10 Juli

2012, bermeterai cukup dan telah di-nazegelen di Kantor Pos serta telah
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atds, Para Pemohon di muka sidang juga

\°

n@r an keterangan yang pada pokoknya

sing-masing sebagai berikut:

50 tahun, agama lIslam, di bawah

\_‘
cia \\
-
\ f;ﬁ Al Pemohon I;
suami isteri;

Para Pemohon di Kecamatan Tellu

si telah terpenubhi;

ikah, wali Pemohon |l adalah saudara

sakit dan dirawat di rumah sakit pada hari pernikahan, namun ayah
kandungnya tersebut telah melimpahkan hak perwaliannya kepada Ambo
Enre secara langsung;

- bahwa pada saat menikah Pemohon | berstatus jejaka sedangkan
Pemohon Il perawan;

- bahwa antara Para Pemohon tidak ada halangan menikah baik dari
segi nasab, semenda dan sesusuan ataupun larangan agama yang
lainnya;

- bahwa sejak menikah di atas, Para Pemohon tidak pernah bercerai
hingga saat ini;

- bahwa perkawinan Para Pemohon telah dikaruniai satu orang
anak;

- bahwa selama Para Pemohon membina rumah tangga tidak
pernah ada masyarakat yang keberatan dengan perkawinan mereka;

- bahwa selama ini Para Pemohon tidak pernah memiliki buku nikah

karena tidak menikah secara resmi/ negara di Kantor Urusan Agama;
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pu satu kali Pemohon I;

lah suami istri dan menikah di

gten Bone pada tanggal 25 Desember

ohon menikah saksi hadir dan semua

seperti adanya kedua mempelai, wali,

berhadir karena sedang dirawat di rumah sakit kemudian yang menjadi
wali Pemohon Il adalah saudara kandungnya yang bernama Ambo Enre
setelah mendapatkan kuasa perwalian dari ayah kandung Pemohon I
secara langsung;

- bahwa pada saat menikah Pemohon | berstatus jejaka sedangkan
Pemohon Il berstatus perawan;

- bahwa antara Para Pemohon tidak ada halangan menikah baik
dari segi nasab, semenda dan sesusuan ataupun larangan agama yang
lainnya;

- bahwa sejak menikah di atas, Para Pemohon tidak pernah
bercerai hingga saat ini;

- bahwa perkawinan Para Pemohon telah dikaruniai satu orang
anak;

- bahwa selama Para Pemohon membina rumah tangga tidak
pernah ada yang keberatan dengan perkawinan mereka, begitu pula
dengan anak keturunan dari hasil perkawinan tersebut;
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nikah dari pejabat terkait untuk
8i dokumen kependudukan dan lain-

kan seluruh keterangan saksi-saksi
engajukan bukti-bukti lain lagi di

Bahwa, untuk mempersingkat penetapan ini ditunjuk segala hal yang
telah termuat dalam berita acara sidang perkara ini sebagai satu kesatuan dan
tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon
adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk melindungi hak-hak orang lain atau yang
mempunyai kepentingan dan tidak menjadi pihak dalam perkara a quo tersebut,
maka permohonan pengesahan nikah Pemohon | dan Pemohon Il telah
diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Tanah Grogot
sebagaimana petunjuk pelaksanaan Keputusan Ketua Mahkamah Agung
Republik Indonesia Nomor KMA/032/SK/IV/2006, tentang Pemberlakuan Buku
Il Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, dan sampai hari
persidangan untuk perkara ini tidak ada yang keberatan terhadap pernikahan
Para Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa yang mengajukan permohonan itsbat nikah pada
perkara ini adalah Pemohon | dan Pemohon Il yang mengaku sebagai suami
isteri, sebagaimana tersebut dalam permohonan di atas;
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pokok masalah dalam permohonan
i\vinan Pemohon | (Abdul Rasyid bin
(Mania binti Mansure) yang

2007 di Kecamatan Tellu Siattinge,

mengurus kelengkapan administrasi dokumen kependudukan seperti akta
kelahiran dan keperluan lainnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menetapkan apakah pernikahan
Para Pemohon telah memenuhi syarat-syarat dimaksud atau tidak, maka
kepada Para Pemohon dibebani alat-alat bukti, dan untuk pembuktiannya Para
Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berkode P. ditambah dua orang
saksi, dengan demikian dapat dipertimbangkan sesuai dengan relevansi pokok
perkara yang dikemukakan;

Menimbang, bahwa bukti surat berkode P. yang diajukan Pemohon |
dan Pemohon Il telah bermeterai cukup serta telah di-nazegelen di kantor
pos, hal mana sesuai dengan maksud Pasal 2 ayat (1) huruf a dan ayat (3)
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Pasal 1
huruf a dan f dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun
2000, maka alat bukti tersebut dapat dinyatakan sah, oleh karenanya dapat
diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis berkode P. adalah alat bukti
autentik dan suatu akta sempurna yang diterbitkan oleh Pejabat yang

berwenang berupa Fotokopi Kartu Keluarga yang secara formil dan materil
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mh.
Sl |
] w

g diajukan oleh Para Pemohon tidak
ndang-undang dan keterangan yang
fya yang jelas dari apa yang dilihat,

ng bersesuaian satu sama lain, relevan

syarat formil dan materil sebagai saksi. Dengan demikian keterangan keduanya
dinyatakan mempunyai nilai  pembuktian, oleh karenanya dapat
dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini sesuai ketentuan Pasal
171,172,175, 308 dan 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa dari keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut,
terbukti bahwa yang menjadi wali pernikahan Pemohon | dengan Pemohon I
adalah saudara/kakak kandung Pemohon Il yang bernama Ambo Enre dengan
mendapatkan taukil/kuasa secara langsung dari ayah kandung Pemohon I
karena pada hari pernikahan Para Pemohon yang bersangkutan jatuh sakit dan
dirawat di rumah sakit;

Menimbang, bahwa terhadap taukil tersebut majelis mempertimbangkan
sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam hal wali nikah tidak dapat menghadiri majelis
akad karena salah satu atau beberapa faktor uzur syar’i, pada dasarnya wali
nasab tidak boleh menggugurkan kewajibannya sebagai wali nikah, sebagai
solusinya wali tersebut harus tetap menjadi wali nikah dengan cara taukil wali
nikah yaitu mewakilkan kepada orang lain yang memenuhi syarat untuk menjadi

wakilnya dalam akad nikah. Semakna dengan kaidah di atas adalah:
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alS I, Y alS I Y b

telah dilaksanakan dengan ijab kabul

i sesuai dengan Pasal 30 Kompilasi

pertalian kerabat semenda atau pertalian sesusuan seperti yang dimaksud
dalam Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 2 (dua) orang saksi, maka
terbukti bahwa selama perkawinan Para Pemohon, Pemohon | adalah satu-
satunya suami Pemohon Il dan Pemohon Il satu-satunya isteri dari Pemohon |
dan terbukti selama ini tidak ada orang atau pihak ketiga yang keberatan
dengan adanya perkawinan Pemohon | dengan Pemohon Il tersebut, sehingga
Majelis menilai bahwa perkawinan Pemohon | dengan Pemohon Il sesuai
maksud Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun
1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa dengan adanya permohonan Para Pemohon yang
dikuatkan bukti-bukti akan terpenuhi rukun dan syarat sah pernikahan
keduanya, Majelis Hakim memandang perlu mengetengahkan petunjuk dari
Kitab I'&nah al-Thalibin Juz IV halaman 304 yang diambil alih menjadi pendapat
sendiri, yaitu berbunyi :

Joas anlivg g 53 (o alog vy aimo ,S3 bl el Lle £l sseall (b

Artinya:  Dalam permohonan (penetapan adanya) nikah seseorang

terhadap perempuan, maka harus dikemukakan akan sahnya
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dielis hakim sependapat dengan

dhhab Khalaf dalam karyanya Ushal

Menimbang, bahwa atas pertimbangan-pertimbangan tersebut maka

perkawinan yang dilakukan oleh Pemohon | dengan Pemohon |l telah
memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-
Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal
14 dan Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam serta tidak terdapat halangan
perkawinan sebagaimana diatur Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 39-44 Kompilasi Hukum
Islam, namun demikian perkawinan Pemohon | dan Pemohon Il yang dahulu
dilaksanakan tidak dicatatkan secara hukum negara, sehingga tidak
mempunyai bukti sah secara negara telah terjadinya perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Majelis Hakim
berpendapat permohonan Para Pemohon telah memenuhi syarat sebagaimana
diatur dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Republik
Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 4 dan Pasal 7
ayat (2), (3) huruf (e) dan ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, sehingga

permohonan Pemohon | dan Pemohon Il dapat dikabulkan;
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an itsbat nikah ini dimohonkan bertujuan
h

N\atu syarat kelengkapan administrasi

dan sebagainya, maka majelis hakim

| tersebut, majelis hakim perlu
lam kitab Al-Asybah wa al-Nazha'ir
fibki halaman 200 dan terhadap kaidah

jawab moril dalam menegakkan

rakyatnya (pihak beperkara) berpijak pada kemaslahatan;
Menimbang, bahwa oleh karena Para Pemohon secara bersama-sama
mengajukan permohonan secara voluntair dan perkara ini termasuk bidang
perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Republik
Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang
Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-
Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan
kepada Para Pemohon;

Mengingat, dan memperhatikan segala hukum syara’ dan ketentuan
peraturan perundang undangan yang berlaku dan terkait dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon | dan Pemohon lI;

2, Menyatakan sah perkawinan Pemohon | (Abdul Rasyid bin
Abdul Rahman) dengan Pemohon Il (Mania binti Mansure) yang
dilaksanakan pada tanggal 25 Desember 2007 di Kecamatan Tellu

Siattinge, Kabupaten Bone;
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Repada Pemohon | dan Pemohon Il untuk
Nmlah Rp 911.000,- (sembilan ratus sebelas

Yusyawaratan majelis hakim pada hari
asehi bertepatan dengan tanggal 25
| Ulum, S.H.I. sebagai Hakim Ketua,
dan Erik Aswandi, S.H.l. masing-
apan tersebut pada hari itu juga
bidangan yang terbuka untuk umum

ttd.
Moh. Bahrul Ulum, S.H.l.

Hakim Anggota, Hakim Anggota,
ttd. ttd.
Dr. Muhammad Kastalani, S.H.l., M.H.l. Erik Aswandi, S.H.l.

Panitera Pengganti,

ttd.

Drs. Karani Kutni
Perincian Biaya

1. Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses : Rp. 50.000,-
3. Panggilan : Rp. 820.000,-
4. Meterai : Rp. 6.000,-
5. Redaksi : Rp. 5.000,-
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Rp 911.000,-
(sembilan ratus sebelas
ribu rupiah).

rogot, 14 Desember 2017
mlinan sesuai dengan aslinya,
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